
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa 

Yogyakarta (Serita Negara Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepubUk 
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Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah denqan · 

Undang-undang Nomor 34 Tahun · 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246·, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas T anah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Banqunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ!k Indonesia 

Nomor 4286); 
7 .. Undanq-Undanq Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Ta('Tlbahan 
• 

1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

· Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2q04 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

' .. , .. ~; 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
11. Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undanq-Undanq 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 
dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa 

Timurff engah/Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Serita 

Negara Tahun 1950 Nomor 59); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
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E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr denqan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri 

E); 

18. Peraturan Pemerint:ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pernermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 

tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi 

Daerah lstimewa Yogyakarta 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri 
! 
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Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 672.286.269.326,73 

2. Belanja 
a. . Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai ..................... Rp 556.313.854.100,82 
2) Belanja Bunga ...... ; ................. Rp 102.458.156,61 
3) Belanja Subsidi Rp 10.189.618.480,00 
4) Belanja Hibah ....................... Rp 19.401.387.158,00 
5) Belanja Bantuan Sosial.. ......... Rp 46.289.247.223,30 
6) Belanja Bagi Has ii .................. Rp 20.517.574.208,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan .... Rp 19.472.130.000,00 
8) Belanja Tidak Terduga ... ; ........ RQ 0.00 

Jumlah Pendapatan Rp 996.182.714.691,84 

a. Pendapatan Asli Daerah .............. Rp 157.231.26"/.811,84 
b. Dana Perimbangan ........................ Rp 717.703.169.280,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah ..... RQ 121.248.277.600100 

Laporari Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

Pasal 1 

P5RTANGGUNGJAWABAN PELAKS.A.NAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 
TAHUN ANGGARAN 2009. 

PENJABARAN TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuanqan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Steman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 
2008 Nomor 1, Seri A); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 (L.embaran Daerah Kabupaten Steman 

Tahun 2009 Nomor 3, Seri A); 
30~ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2010 

'! 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2009. 
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Diundanqkan di Sleman. 

Pad a tanggal 2 8 Juli 2 01 o 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 
Agar setiap orang_ mengetahuinya, memerintahkan. pengundangan Peraturan Bupati ini 

. . . 


